NOMOR 25 TAHUN 1981
TENTANG
ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa Pegawa Negeri Spil sebaga ada Negara dan abdi masyarakat
mempunyal potensd yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan
pembangunan nasiona sehingga dianggap perlu untuk sedu dibina kesg
ahteraannya agar dapat dipdihara dan dikembangkan daya cipta, dayaguna, dan
hasilgunanya;

b. bahwa usaha pembinaan kesgjahteraan dimaksud dapat terwujud dengan
ussha menydenggarakan asurand sosd Pegawa Negeri Spil yang di
usashakan secara terpusat dan terarah untuk dapat mencapal dayaguna dan
hasilguna dd am penydenggaraannya;

C. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetgpkan Peraturan
Pemerintah tentang Asurans Sosia Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat : 1. Pasa 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Mgelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1V/MPR/1978 tentang
Garis-garis Besar Hduan Negara;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawal (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2906);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega waian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

[

Dengan mencabut :

1. Peauran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pembdanjaan Kesgahteraan Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 14);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asurans Pegawa Negeri
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 15);

3. Perauran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1964 tentang Penanggungan luran-iuran Pensiun
Pegawa Negeri / Janda, Yaim Piau oleh Negara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 77,
Tanbahan Lembaran Negara Nomor 2670);

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ASURANSI SOSIAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang K euangan.

2. Asurans Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk
dana pensiun dan tabungan hari tua.

3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
diddam pasa 2 aya (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;

4. Pensiun adalah penghasilan yang diterima ol eh penerima pensiun setiap bulan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tabungan hari tua adal ah suatu program asuransi, terdiri dari asurans
dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensi un ditambah dengan asurans
kematian.

BAB II
PESERTA

Pasal 2

(1) Semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Departemen Pertahanan - Keamanan, adaah peserta dari Asurans Sosdl.

(2) Daam ha Pegawai Negeri Sipil dari instansi di lingkungan
Departemen Pertahanan Keamanan berpindah ke instansi di lingkungan

Departemen lain, maka hak dan kewgiban dalam rangka Asurans
Sos dnya akan mengikutinya.

Pasal 3
Pegawai lain termasuk Pegawal Badan Usaha Negara dapat ditetgpkan sebagai
peserta Asurans Sosia dengan peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB IlI
SAAT MENJADI PESERTA

Pasal 4
(1)Saat menjadi peserta Asuransi Sosial dimulai pada tanggal
pengangkatannya sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri
Sipil.
(2) Mereka yang pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah

mempunya kedudukan sebaga cdon Pegawa Negeri Spil, Pegawa Negeri
Sipil, menjadi pesartamulai tanggal tersebut.

BAB IV
KEWAJBAN PESERTA
Pasal 5

(1) Peserta wajib memberi keterangan secara tepat mengenai dirinya beserta
seluruh anggota keluarganya.

(2) Pengaturan atas ketentuan ayat (1) dilakukan oleh badan yang diserahi
tugas untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial sebagaimana
termaksud dalam Pasal 13 dengan bekerjasama dengan badan yang
diserahi urusan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 6
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(1) Peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen)
dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan.

(2)luran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
peruntukannya ditentukan sebagal berikut :

a. 4 3/4 %(empat tiga perempat persen ) untuk pensiun;
b. 3 1/4 % (tiga perempat persen ) untuk tabungan hari tua.

(3) Besarnya iuran dan peruntukannya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan
Presiden.

(4) Kewajiban membayar iuran dimaksud ddam ayat (1) dimulai.pada
bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang
bersangkutan berhenti sebagai peserta.

BAB V
SUMBANGAN PEMERINTAH

Pasal 7

Sgadan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah tetap
menanggung beban-beban sebagai berikut :

a. Pembayaran sumbangan untuk iuran pensun Pegawa Negeri Spil yang
besarnya akan ditetgpkan dengan keputusan Presiden ;

b. pembayaran pensiun dari seuruh penerima pensiun yang telah ada pada saat
Peraturan Pemerintahini diundangkan ;

C. bagian dari pembayaran pensun bagi penerima pensun yang belum memenuhi
masaiuran yang telah ditetapkan.

BAB VI
HAK PESERTA

Pasal 8
Hak-hak pesertaterdiri atas:
a Pensun;
b. Tabungan hari tua.

Pasal 9

(1) Hak atas pembayaran pensun sebagaimana dimaksud daam Pasd 8 huruf a,
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang
berlaku.

(2) Hak atas tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasa 8 huruf b,
diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia,
atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 10

(1) Yang berhak mendapat pensiun sebagai mana dimaksud dalam Pasa 8 huruf
adan Pasal 9 ayat (1) idah:

a peserta; aau

b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun;
atau
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C.yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima
pensiun; atau

d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan
janda/ duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.

(2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud ddam
Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) idah:

a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak
pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;

b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta
meningga dunia

(3) Kepada pesarta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan
hormat maupun tidak dengan hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran
asurans sosanya.

Pasal 11

(1) Persyaratan, jumlah, dan tatacara pembayaran pensiun pesarta dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berl aku.

(2) Parsyaratan, j umlah, dan tatacara pembayaran tabungan hari tua dan
perumahan diaur oleh Menteri setdlah berkonsultas dengan Menteri yang
bertanggungjawab dd am bidang kepegawaian.

(3) Ddam ha Menteri yang bertanggungjawab daam bidang kepegawaian

hendak mengubah peraturan mengena pengggian dan pensiun yang dapat
membawa pengaruh pada besarnya iuran serta besarnya jaminan pensun bagi
Pegawa Negeri Spil, makaterlebih dahulu berkonsultas dengan Menteri.

BAB VI
SAAT BERHENTI SEBAGAI PESERTA

Pasal 12
Kedudukan sebagal peserta Asurans Sosd berakhir dalam hal peserta
1. Meninggal dunia;

2. tidak lagi menjadi pesertakarenadasan-alasan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAR VIII
BADAN PENY ELENGGARA

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan Asurans Sosid ini didirikan suatu Badan Usaha
Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

(2) Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalarn ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB IX
JAMINAN NEGARA

Pasal 14

Daam hal Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalam Pasal 13 ayat (1)
tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggungjawab
penuh untuk itu.

BAB X
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